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oTax i |®one of the state financial sources that support the continuity of national development and
@&blﬁ welfare. One of the taxes that can be found in this regard is Income Tax imposed on
ﬁ:nai\ﬁduals and entities. With regards to the statement, Suaka Insan SPC Educational
?I:&lndation is one of the foundations that operate in the domain of education and this foundation
Ejsalso adaxpayer. In this study, the objective that the researcher would like to achieve is
?e\mluatlng the compatibility between the fiscal reconciliation toward the commercial financial
gfegorts and the governing taxation regulations. In order to support the conduct of the study, the
results fram the previous studies are elaborated within the current study. Then, the object of the
%tqdy is the Suaka Insan SPC Educational Foundation itself. Based on the topic of the study,
%hﬁ variables that will be investigated in the study are the fiscal reconciliation toward the
‘cammercial financial reports and the governing taxation regulations. The data for the study are
ﬁhered through observation, direct communication, and documentation. Furthermore, the
samples that have been used in the study are Tax Reporting and also Tax Notification Letter
2&[9 and 2020. After the data have been completely collected, the data are analyzed using the
ylﬁlltatlve data analysis. The results of the study show that Suaka Insan SPC Educational
rmedatlon has made financial reconciliation over the commercial financial statement and have
ialso paid=and reported the Annual Income Tax in accordance with the governing regulation.
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Setiap negara dalam memenuhi kegiatan operasional negara mengharapkan pendapatan
dari pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan orang
pribadi. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa
penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik
ayang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
4ntuk menrambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun
glﬂuaya 2016). Pajak sendiri merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan
¢ “Undang-Bndang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal
%(k@nﬁﬁaprestaso yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
goeﬂg@uaran negara (Mardiasmo, 2016: 1).

O 0 gelam masyarakat, yang wajib membayarkan pajak kepada negara adalah yayasan.
?@dgsarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2001, yayasan adalah suatu badan hukum yang
;teiédlﬁdarl kekayaan yang dipisahkan dan didirikan untuk mencapai tujuan pada bidang-bidang
%oﬁla& seperti pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan menurut Septia, Rohaini,
ddn I%Jsmawatl (2017: 77), “yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi
@a% Igeglatannya lebih kearah paada lembaga sosial. Sebuah yayasan didirikan bukan untuk
gu@aﬂ komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya untuk membantu atau
gngnlggkatkan kesejahteraan hidup orang lain”.

; 3 Adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut menurut UU No. 16, Tahun
2001, pasal 5 dan pasal 6, adalah kekayaan yang dimiliki oleh yayasan baik berupa uang,
%(Dbagang, maupun kekayaan lain seperti hibah atau wakaf. Namun, yayasan tidak di benarkan
danembagikan kekayaan atau mengalihkannya secara langsung atau tidak langsung kepada
§@nbina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan
%eﬁmdap yayasan. Yayasan mempunyai kewajiban membayar segala biaya atau ongkos yang
@Reluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugasnya, salah satu kewajiban
ag/asan adalah membayar pajak kepada Negara. Pajak yang dibayarkan oleh yayasan kepada
gw@ara adalah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan
Badan.
s = Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001, kedudukan Yayasan disetarakan dengan
?r%anisasi lainnya yang berorientasi pada laba dan pendiriannya harus berdasarkan hukum
sfogmal yang berlaku. Maka jika yayasan memndapatkan selisih lebih atas pendapatan dan
tbe,x?)an akan dikenakan Pajak Penghasilan Wajib Pajak (WP) Badan, yaitu:

;Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak agar didaftarkan sebagai Wajib
% Pajakauntuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

.2 Menghitung dan melaporkan pajak terutang, dimana pajak tersebut meliputi PPh 25 dan
PPh 29.

-~ Menigtong dan memungut pajak yang terutang, dimana pajak tersebut meliputi PPh 21, PPh
22, dan PPh 23.

Mengrut Dasuki (2021: 16), yayasan pendidikan masih membuat laporan keuangan
komersidlnya seperti perusahaan komersial pada umumnya yang berdasarkan pada ketentuan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Negara Indonesia menggunakan system
pemungdtan self assignment system (Ermawati & Delima, 2016: 165). Self assignment system
artinya wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan
pajak, menghitung sendiri, menyetorkan, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Siat &
Toly, 2013: 41).

Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC adalah salah satu yayasan yang bergerak di bidang
pendidikan formal, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi ini termasuk
salah sattk Wajib Pajak Badan. Yayasan ini setiap tahunnya membuat pelaporan Surat
Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Dengan tujuan untuk

H

'u@]esew mens uenelun uep Y1114y uesijnuad

JSQLUTTS u

'ug&dg LIL\E,UHSFIA\U



"OWMIg| uizi eduey

undede ynjuaq wejep Ul siny eAJey yninyas neje uelbeqas yeAueqiadwawl uep ueywnunbuaw buede)iq ‘g

‘OyM|g| Jelem buek uebunuaday ueyibniaw yepny uediinbuad q

"yejesew niens ueneluly uep ynidy uesijnuad

dapat mengetahui kesesuaian pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku. Berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan 1771
(SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC mengalami
keterlambatan dan dikenakan denda dalam penyampaian laporan Masa dan Tahunan (SPT)
Pajak Penghasilan (PPh) dikarenakan penyusunan laporan aktivitas keuangan yang kurang

?—Bﬂ%
E o3
==

- Kajian pustaka
(]
%ajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang
adi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

ehgunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (UU No. 16 tahun 2009

ntagg perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983). Menurut Mardiasmo (2016: 3)
ak9 merupakan iuran rakyat kepada kepada kas negara yang pelaksanaannya menurut

Ecmdagg updang dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. luran tersebut digunakan untuk

betlangsungan pembangunan nasional dan membayar keperluan kepentingan umum.
g‘:@laggkan menurut Djajadiningrat (2013: 34-35) “Pajak adalah suatu kewajiban untuk
gnénﬁrahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang

Eménﬁerlkan kedudukan tertentu.

l‘.fn95| Pajak

%lfngm Pajak (Siti Resmi 2008: 3-4) adalah sebagai berikut:

?d% Fungst Budgetir: pajak mempunyai fungsi budgetir berarti pajak merupakan salah satu

2 sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin atau pun

© untuk’pembangunan.

g Fungst'Regularend: pajak mempunyai fungsi regularend atau fungsi mengatur dalam artian

c pajak—sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang

%sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

&ns Jenis Pajak
ean-Jenls pajak menurut Sukrisno Agoes dan Trisnawati (2016: 7), pajak dibagi menjadi
erapagmenurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya antara laian adalah:

Menwrut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak
lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak
Benghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada
pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM).

Menwgrut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang
aHanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari
Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) PRajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa

memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
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c. Mengrut Pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
1) Rajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, BM.
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2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak
Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

QJQBIS-jenIS Wajib Pajak

Wajib Pajak terdiri atas:

.> Wajil:Pajak Orang Pribadi.

Wajibg Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha
> sendiek: atau memiliki pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya
< memperoleh passive income yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak
(PTKP), yaitu Rp 54.000.000,00 dan setiap wajib pajak mendaftarkan diri dan mempunyai
nemorpokok wajib pajak (NPWP). Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang
Pgh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun
1983,4vajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi 8 bagian yaitu:

Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dan pekerjaan. Contoh:
Pegawai swasta, pegawai pemerintahan.

Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha.
Contoh: Pengusaha barang berharga, industri kerajinan tangan.

Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan
bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.

Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan lain yang tidak bersifat
final. Contoh: berkaitan sebagai modal usaha misalnya bunga pinjaman, royalti.
Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan yang sifatnya final.
Contoh: bunga tabungan bank, hadiah undian.

Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dan bukan objek pajak.
Contoh: sumbangan.

WajiluPajak Badan.

Selain, Wajib Pajak Pribadi, terdapat juga Wajib Pajak Badan. Berdasarkan UU KUP
Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3), badan merupakan kelompok orang
dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan
orgdnisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
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wajiban dan Hak Wajib Pajak

lenurut-Mardiasmo (2016:70). Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
Meni@isi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan
Pajak'dalam batas waktu yang telah ditentukan.

e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

e
q

o o .U’%Jg

Hak-hak®Wajib Pajak sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
b. Mengrima tanda bukti pemasukan SPT.

c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

d. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
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e. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Yayasan

M(gnurut Undang-Undang Yayasan No 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum yang
%eﬁdlrl atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di
Lga@ang sbsial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Menurut
EKgncoro & Pratama (2017: 32), Yayasan adalah sebuah organisasi berbadan hukum berbentuk
@lﬂaga yang umumnya bergerak dalam bidang pendidikan maupun bidang kesehatan dengan
guﬁlaﬂ menyelesaikan masalah masyarakat, bukan untuk mencari atau mendapatkan laba.
—Sedafigkan menurut Septia, Rohaini, dan Rusmawati (2017: 77), yayasan adalah kumpulan dari
5e§am1ah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai
atembgga sosial.

un

asan Sebagai Subjek Pajak.

Yayasan dapat memiliki kekayaan atau aset, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak.
ekayaan’yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau
arang. Selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh melalui hal-hal berikut ini:

3 §umbangan atau bantuan yang tidak mengikat, misalnya sumbangan dari masyarakat,

@ele ue

u

%By&ggdmm up,e

badaf usaha maupun bantuan dari pemerintah.

= Wakaf, dalam bentuk harta kekayaan yayasan yang diperoleh dari wakaf sesuai ketentuan
- UU no 41 Tahun 2004 maka tentang Wakaf diperbolehkan.

Hibah; merupakan barang yang diberi maupun yang tidak dapat ditarik kemanli dan yang
diberskan dengan cuma-Cuma oleh pemberi hibah yang masih hidup.

g Hibah. wasiat, merupakan pemberian yang didapatkan dari wasiat orang yang sudah
5 meninggal dunia.
#.=2 Perokehan lain dimana perolehan ini tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar
5 yayasan maupun dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Unrdang-Undang Yayasan mengatur juga mengenai hal lain yang tidak boleh dilakukan oleh
/ayasan. Untuk kepentingan pemajakan, parlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
=
.5 Yayasan tidak diperbolehkan membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus,
2 % dan pengawas.
2 Kekdyaan yayasan berupa uang, barang, dan kekayaan lain yang didapatkan oleh yayasan

. berd&Sarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun
5 tidak=langsung kepada pembina, pengurus dan pengawas, entah itu gaji, upah, maupun

(on

o honararium, dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, kecuali:

'umodm ueun%g./{uad AeI

1) Bukan pendiri yayasan dan tidak termasuk dengan pendiri, pembina, dan pengawas.
2) Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

MenuruttUndang-Undang Yayasan, ditinjau dari aspek perpajakan yang diatur dalam pasal 2
ayat (1) Atiruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang subjek pajak penghasilan, maka
yayasan férsebut termasuk salah satu subjek pajak yang masuk dalam kelompok bentuk badan
dan memipunyai kewajiban untuk taat terhadap peraturan perpajakan. Sehingga yayasan
mempuniai kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (WP) agar mendapatkan
NPWP.

Aspek Pajak Yayasan Pendidkan.
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Yayasan pendidikan perlu menghitung pajak penghasilan, dan yang perlu diketahui pertama
adalah sumber penghasilan yang menjadi obyek pajak. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang
menjadi @byek pajak ialah dari tambahan kemampuan ekonomis yang diterima maupun yang
didapatkan oleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan dapat
edipakai uptuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut, atas nama
%‘1 dalam:bentuk apa pun. Berhubungan dengan yayasan pendidikan, sumber penghasilan yang
dapatkan di antaranya melalui uang pendaftaran dan uang pangkal, uang formulir
erimaan siswa baru, uang SPP, uang kegiatan, penghasilan lain seperti penjualan seragam
an alat tulis, penjualan buku cetak dan penjualan di kantin, semunya itu dapat menunjang
&)eﬂjangsungan kelancaran pendidikan. Semua penghasilan yang di sebutkan di atas ada yang
|(§Dak5{ermasuk obyek pajak untuk yayasan pendidikan. Peraturan Menteri Keuangan Republik
nﬁonesm Nomor 68/PMK.03/2020 tentang perlakuan Pajak Penghasilan untuk yayasan atau
%rgamsam yang berkaitan dengan penghasilan berikut ini tidak termasuk obyek pajak

“penghasilan antara lain:

§antuan maupun sumbangan serta harta hibahan yang diperoleh yayasan selama tidak ada

L@Jbungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan maupun penguasaan antara pihak
yang‘memberi dengan pihak yang menerima.
Banteian atau sumbangan dari Dana Bantuan Operasional Pemerintah (BOP).

3
(@]

umnya' penghitungan penghasilan kena pajak, obyek-obyek pajak penghasilan, boleh
urangl dengan biaya-biaya. Pengurang penghasilan bruto untuk yayasan pendidikan bisa
lompokkan menjadi tiga kelompok besar sebagai berikut:

U;%u SPINBU ] |
R 6U
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pgad uebugus
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Biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan maupun
pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya yang
berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi yang
sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan memperhatikan Pasal 9
ayat (1) UU PPh.

Penytsutan maupun amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun seperti dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal
11A UU PPh.

Subsidi/beasiswa yang diberikan kepada siswa kurang mampu maupun biaya pendidikan
untuk siswa kurang mampu yang ditanggung yayasan seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1)

1 eAggy uesinuad ‘ugyi
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Kegiatan=yayasan pendidikan berbeda dengan kegiatan subjek pajak badan yang lain karena
?;yeg/asan pendidikan merupakan sebuah organisasi nirlaba (non profit oriented), maka memiliki
wispensasi’ atau kelonggaran dibanding subjek pajak badan yang lain. Dispensasi atau
§<éionggaran tersebut tertulis dengan sebutan sisa lebih seperti tercntum pada pasal 4 ayat (3)
“huruf (m),Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Sisa lebih tersebut merupakan selisih
antara pemghasilan yang didapatkan yayasan kemudian boleh dikurangi dengan biaya-biaya.
Sisa lebift atau surplus merupakan penghasilan neto atau bersih yang dikenakan pajak. Tetapi
karena Sifat yayasan sebagai organisasi nirlaba, sisa lebih atau surplus tersebut bisa
dikecualikan sebagai obyek Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan pada pasal 4 ayat (3) huruf
(m) UU BPh diatur lebih rinci menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
68/PMKe03/2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang sisa lebih yang diterima
maupun gidapatkan oleh Badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan
dan/atausbidang penelitian dan pengembangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Pada Pasal 4 ayat (3) huruf (m) UU PPh disebutkan bahwa yang dikecualikan dari obyek pajak
adalah sisa lebih yang diterima maupun didapatkan oleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergeraksdibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang sudah
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terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang dipakai lagi untuk sarana dan sarpras
kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, pada jangka waktu paling lama 4
(empat) tahun dihitung mulai dari didapatkannya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut oleh/atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Menurut ketentuan yang
«disebutkan sebelumnya, maka sisa lebih akan menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan
XP‘Ph) apabila pada jangka waktu 4 (empat) tahun tidak digunakan untuk mengembangkan atau
gnénlngkatkan sarana dan prasarana pendidikan, maka akan dikenakan Pajak Penghasilan
Badan. Dan apabila digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, yayasan
£ @d%lkan wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai pelayanan rencana fisik sederhana
yaﬂ féncama biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
fdeg@/a?fau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pajak tempat dimana Wajib
P alcterdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidanginya. Pemberitahuan tersebut
%lgampalkan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak
“Penghasilan (PPh) tahun pajak didapatkan dari sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum
@&nbangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
geuﬁggmbangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak didapatkan dari sisa lebih
stersebut (Kuncoro & Pratama, 2018).

N
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is*jends Laporan Keuangan

-Jenis-jenis laporan keuangan menurut PSAK No.1 Paragraf 49 (Revisi 2009), laporan keuangan
ang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut: neraca, laporan laba rugi, laporan
ubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

S@ME
A

Neraga

Bentak neraca ada dua bentuk yaitu bentuk skontro (account form) dan bentuk laporan
(report form). Dalam neraca bentuk skontro, aktiva disajikan disebelah kiri sedangkan
kewdjiban dan modal disajikan disebelah kanan. Komponen-komponen neraca dapat
digolongkan sebagai berikut:

a. Aktiva (Asset)

Menurut Committee on Terminology (1953), aktiva adalah sesuatu yang disajikan pada
saldo debet yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip akuntansi,
sgido debet ini merupakan hak milik atau pengeluaran yang dibuat untuk mendapatkan
Kekayaan di masa yang akan datang. Aktiva dibedakan menjadi dua, pengelompokkan
aktiva ke dalam aktiva lancar dan aktiva tetap di atur dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1 tahun 2002).

b. Keéwajiban (Liabilities)

Kewajiban merupakan saldo kredit atau jumlah yang harus dipindah mulai dari tutup
buku ke periode tahun berikutnya, berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip
akuntansi. Kewajiban dibagi menjadi dua vyaitu, kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang. Pengelompokkan kewajiban jangka panjang diatur dalam
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1 tahun 2002).

c. Modal (Equity)

Mpdal adalah “suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi
kewajibannya”. Dalam perusahaan equity adalah modal pemilik.

‘uesode) ueunsnAuad ‘yerw)i eAuey uesinuad,‘yeiRy
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2. Laporan Laba Rugi
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Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya,
rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu (Munawir, 2000:
26).(Fujuan pokok laporan laba rugi yaitu, melaporkan kemampuan riil perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut (PSAK
No.1-Paragraf 56, Revisi 2009) : 1) Pendapatan, 2) Laba rugi usaha, 3) Beban pinjaman,
4) Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan
menggunakan metode ekuitas, 5) Beban pajak, 6) Laba atau rugi dari aktivitas normal
perusahaan, 7) Pos luar biasa, 8) Hak minoritas, 9) Laba atau rugi bersih untuk periode
Berjalan.

(@)

’gaporan Perubahan Ekuitas

Eaporan perubahan ekuitas (PSAK No.1, Revisi 2009) menggambarkan peningkatan atau
penurtnan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan
Earus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan,
yangsmenunjukan: 1) Laba rugi bersih periode yang bersangkutan, 2) Setiap pos
@endapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan
BSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas, 3) pengaruh komulatif dari perubahan
Ig',ebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur
dalam PSAK terkait, 4) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, 5)
saldos akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahan, 6)
frekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan
padaawal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Lapotan Arus Kas

Arus=kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk
mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk
likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus
kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang (PSAK No. 2, 2009).
Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai
dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flow) dari
berbagai perusahaan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Menurut (PSAK No.1,
ReviSi 2009) setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus
berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas
laparan keuangan mengungkapkan: 1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan
tran§aksi yang penting, 2) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan
peruliahan ekuitas, 3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan
tetapidiperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Metode penelitian

Penelitiam ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena dalam pelaksanaannya
meliputiZ@data, evaluasi dan interpretasi tentang arti dari data yang diperoleh. Penelitian
kualitatifadalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Objek pneletian dalah Yayasan
Suaka Insan SPC. Varibel dalam peneliti ini adalah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan
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komersial dan data yang dipakai merupakan data primer. Sampel yang di gunakan adalah
pelaporan Pajak dan SPT tahunan Pajak Penghasilan tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini
berfokus(pada Pajak Penghasilan Badan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

din yeH
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elitiavyang di lakukan oleh peneliti pada Yayasan Suaka Insan di peroleh data dan hasil
agai berikut:

Eaporan Aktifitas Keuangan dan posisi lapaoran keuangan Tahun 2019 dan 2020. Dari
hasilopenelitian tersebut peneliti menemukan bahwa data laporan keuangan pada tahun
23019§idak sesuai, antara perhitungan kasir dengan perhitungan bagian keuangan dan
tg:rdagat selisih sebesar Rp. 39.767.887. Selain selisih pada laporan aktivitas keuangan
t@hunm?ZOlg, Yayasan Suaka Insan juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan Pajak
dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan dan di kenakan
(gendﬁ keterlambatan pelaporan sebesar Rp. 1.000.000.

o

o)

gada‘_ziahun 2020 data laporan aktivitas keuangan menunjukkan adanya penurunan laba
atau g_'isa Hasil Usaha secara drastis. Penyebabnya karena menurunya jumlah siswa didik
akibat pandemi covid 19 sehingga berimbas pada penghasilan yang di peroleh. Namun
mengingat bahwa Yayasan merupakan perusahaan atau organisasi nirlaba (non prifit
organization), maka laba tersebut tidak di kenakan Pajak Penghasilan Badan dengan
catataw dalam jangka waktu 4 tahun semua dana digunakan dan di realisasikan untuk
sarpras dan pengembangan gedung sekolah. Tetapi jika selama 4 tahun laba tersebut tidak
di ngakan maka akan di kenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan dan
perataran Perundang-undang yang berlaku.

B
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gB@rdasarlmn uraian pembahasan tersebut diatas bahwa Yayasan Suaka Insan SPC sudah
umémbuat:s‘Rekonsﬂlam Fiskal atas laporan komersialnya setiap tahunnya dan sudah melakukan
Jkeﬂrvajlbaﬁ? membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahuan (SPT) Pajak
iPe;nghasnan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku”.

Kesimpulan dan Saran
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:
%@dasaﬂan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka: Yayasan Suaka Insan SPC sudah
ﬁngmbuaﬁekonsmaa fiskal atas laporan keuangan komersialnya dan melaksanakan kewajiban
gmelapor n Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) sesuai dengan Peraturan
39e]unda -undangan yang berlaku.

'Om
©o =

Dari hasil penelitian masukan bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan
“laporan %cara menyuluruh dan lengkap, sehingga dapat menjadi acuan dan panduan, baik
untuk yayfasan maupun pembaca.
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